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NUSAKAMBANGAN - Sinergi antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
(Ditjenpas) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam
penanganan dan pembinaan narapidana terorisme (napiter) terus dikuatkan,
pada Sabtu (11/11). 

Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas), Reynhard Silitonga, bersama
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Kepala BNPT, Komjen Pol. Rycko Amelza Dahniel, meninjau Lembaga
Pemasyarakatan (Lapas) yang berada di Pulau Nusakambangan. 

Program deradikalisasi bagi napiter di wilayah Nusakambangan atau standby
force Nusakambangan telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2018 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang
Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan Terhadap Penyidik,
Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan 

Dalam prakatanya, Kepala BNPT RI menyampaikan apresiasi atas kinerja jajaran
Pemasyarakatan yang telah bekerjasama dalam melakukan pembinaan
narapidana teroris. Ia mengungkapkan dalam kerja sama yang terjalin ini perlu
memiliki satu sistem bersama untuk perkembangan dari program yang sudah
dilaksanakan. 

"Kita harus sama-sama mengevaluasi program yang sudah dilakukan bersama
dengan para ahli dan juga perlu membuat inovasi dalam rangka deradikalisasi
kedepannya," ujarnya. 

Salah satu inovasi yang ia sampaikan yaitu terkait perbaikan pada peraturan
perundang-undangan yang mengatur tentang penghukuman narapidana teroris
dan bagaimana cara yang paling efektif untuk merubah pola pikirnya. 

"Undang-undang kita harus segera dilakukan perbaikan bahwa mazhab
penghukuman terhadap terorisme itu bukan berdasarkan lamanya pidana
penjara, namun bagaimana mengubah pola pikirnya. Karena yang berbahaya itu
pola pikirnya," jelas Rycko. 

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Reynhard Silitonga
mengungkapkan bahwa jajarannya telah memberlakukan pembinaan kepribadian
dan kemandirian kepada warga binaan pemasyarakatan sesuai dengan tingkatan
risikonya. 

“Tugas kami melakukan pembinaan kepada Warga Binaan, yaitu pembinaan
kepribadian dan kemandirian. Tujuannya agar mereka tidak mengulangi tindak
pidananya lagi ketika kembali ke masyarakat,” tutur Dirjenpas di Lapas Kelas IIA
Karanganyar, Nusakambangan. 

Terkait tindak pidana terorisme, terdapat sejumlah napiter yang saat ini tengah
menjalankan pidana dan mengikuti pembinaan di tujuh Lapas yang tersebar di
Pulau Nusakambangan, bahkan di antaranya telah berikrar setia kepada Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Para napiter tersebut ditempatkan pada Lapas
Super Maximum Security, Maximum Security, Medium Security, dan Minimum
Security berdasarkan hasil asesmen risiko masing-masing. 

Hasil dari pembinaan kepada napiter yaitu terdapat 35% napiter dari 118 orang
yang sudah melakukan ikrar setia NKRI dan 27% sudah berubah namun belum
melakukan ikrar. 

Lebih lanjut, Dirjenpas menerangkan risiko-risiko yang dihadapi oleh petugas
Pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas pembinaan, seperti mayoritas
narapidana risiko tinggi, ancaman keluarga dari luar Lapas, hingga risiko alam



seperti cuaca buruk. 

Hal itu tentunya tidak lepas dari program deradikalisasi bagi napiter berupa
rehabilitasi, reedukasi, dan reintegrasi sosial oleh petugas pemasyarakatan
dengan melibatkan akademisi, praktisi, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang
ditunjuk oleh BNPT melibatkan kementerian lembaga terkait.


